BUPATI KARANGASEM
PERATURAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 42 TAHUN 2010

TENTANG

?ERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGASEM NOMOR 10 TAHUN 2010
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH

Menimbang

Mengingat

)

DAN BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGASEM,

bahwa untuk terlaksananya Program Bantuan Operasional pada Satuan
Pendidikan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah maka
perlu merubah Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman
Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah dan Bantuan Operasional
Pendidikan Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Operasional
Sekolah Daerah dan Bantuan Operasional Pendidikan Daerah;

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara
Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1655);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

-~ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambakan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43 89);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);



Menetapkan

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741),

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan
( Lembaran Negara Republik Indinesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4);

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Karangasem (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun
2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor
5);

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem(Lembaran Daerah Kabupaten
Karangasem Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Karangasem Nomor 6);

Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Dinas Daerah

Kabupaten Karangasem ( Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008
Nomor 40);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI KARANGASEM NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
DAERAH DAN BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN DAERAH.



Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Karangasem Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman
Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah dan Bantuan Operasional Pendidikan Daerah
(Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2010 Nomor 10) diubah sebagai berikut:
- Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Besaran Bantuan Opcraéional Sekolah Daerah dan Bantuan Operasional Pendidikan Daerah
masing- masing sekolah disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah dan Bantuan
Operasional Pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap tahun anggaran diatur
lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal II
“~ Peraturan Bupati ini berlaku surut mulai tanggal 1 Nopember 2010.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 19 Nopember 2010

Diundangkan di Amlapura
pada tanggal 19 Nopember 2010

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2010 NOMOR 42



